
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah dipaparkan pada

bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan hasil dari penelitian tentang

Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara Dalam Pembayaran Visum et Repertum

Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu sebagai

berikut:

1. Kedudukan Visum et Repertum dalam pembuktian tindak pidana kekerasan

seksual sangat penting dalam proses hukum kasus tindak pidana kekerasan

seksual. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP Visum et Repertum merupakan

salah satu alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Visum et Repertum digunakan dari proses penyidikan di kepolisian,

penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa, hingga sebagai alat pembuktian

dalam hakim memutuskan perkara terkait tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, Visum et Repertum sangat

penting untuk mengungkap fakta-fakta medis terkait cedera atau kondisi

korban yang dapat menunjukkan adanya tindak kekerasan seksual.

Keterangan medis berupa Visum et Repertum seringkali menjadi dasar

dalam menetapkan dakwaan dan menilai tingkat kesalahan terdakwa.

Keterangan Visum et Repertum memberikan bukti objektif yang dapat

mendukung alat bukti lainnya, pernyataan korban, dan membantu

mengungkap kebenaran dalam persidangan.

2. Sesuai dengan amanat konstitusi negara bertanggung jawab untuk

perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negaranya.

Hak korban tindak pidana kekerasan seksual kerap kali masih diabaikan

oleh negara. Pada saat ini semenjak dua tahun berlakunya Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban

tindak pidana kekerasan seksual masih belum bisa mendapatkan hak

berupa mendapatkan pelayan Visum et Repertum secara gratis atau

dibayarkan oleh negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum memiliki peraturan pelaksana
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sehingga susah untuk diimplementasikan pada setiap peraturan daerah.

Selain itu, pada saat ini tidak semua daerah membuat peraturan daerah

yang memberikan pelayanan Visum et Repertum secara gratis sebagai

pelayanan kesehatan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

3. Pada saat ini yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak korban tindak

pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan pelayanan Visum et

Repertum secara gratis yaitu disebabkan oleh undang-undang yang belum

memberikan aturan secara jelas dalam peraturan pelaksananya dan

peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pelayanan Visum et Repertum masih saling bertentangan atau diatur secara

tidak harmonis. Selain itu, kepala daerah sebagai pejabat negara masih

belum dapat memenuhi hak bagi korban tindak pidana kekerasan seksual

untuk mendapatkan pelayanan Visum et Repertum secara gratis karena

hanya beberapa daerah kota atau kabupaten yang berinisiatif memberikan

pelayanan Visum et Repertum secara gratis dengan pembuatan kebijakan

dalam peraturan daerah. Seharusnya ada peraturan yang berlaku secara

nasional sehingga dapat diikuti setiap daerah untuk membuat peraturan

daerah yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur pelayanan Visum

et Repertum sebagai tanggung jawab negara. Selain itu, tindakan tersebut

sebagai perwujudan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara.

Tidak hanya demikian, masih terdapat kendala lainnya yaitu kepala daerah

sebagai pejabat negara dapat tidak melanjutkan kebijakan kepala daerah

terdahulu terkait pelaksanaan Visum et Repertum secara gratis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka

terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk

pembaharuan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana kekerasan seksual kerap kali terjadi di ruang privat

sehingga susah untuk mencari saksi sebagai alat bukti. Oleh karena itu,

Visum et Repertum dapat menjadi salah satu alat bukti yang penting untuk
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digunakan dalam proses perkara tindak pidana kekerasan seksual.

Mengingat pelayanan Visum et Repertum sangat penting untuk dijalankan

oleh korban tindak pidana kekerasan seksual maka diperlukan campur

tangan pemerintah untuk membantu korban tindak pidana kekerasan

seksual untuk lebih mudah mendapatkan pelayanan Visum et Repertum

secara gratis.

2. Negara bertanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak asasi

manusia dan pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung

jawab untuk memberikan pelayanan sebagai wujud dari pemenuhan hak

asasi manusia. Negara seharusnya bertanggung jawab dengan membuat

peraturan perundang-undang yang harmonis untuk memberikan

perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Terkhusus

mengatur mengenai pelaksanaan pelayanan Visum et Repertum bagi

korban tindak pidana kekerasan seksual yang dibayarkan oleh negara

melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembuatan peraturan

perundang-undangan yang mengatur pemenuhan hak asasi manusia

merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah yang perlu ditingkatkan

secara signifikan karena peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar hukum

agar terlaksananya pelayanan Visum et Repertum secara gratis bagi korban

tindak pidana kekerasan seksual yang berada di daerah manapun di

Indonesia.

3. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia, salah

satunya terkait hak kesehatan. Dalam hal ini secara spesifik terkait

pelayanan Visum et Repertum yang diperlukan oleh korban seksual.

Mengingat tindak pidana kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja,

oleh karena itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu sebagai

berikut:

A. Pejabat negara sebagai penyelenggara negara harus memperhatikan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam setiap

penyelenggaraan pelayanan atau dalam membuat kebijakan.

Mengingat kegiatan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan
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kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh

karena itu pejabat negara dalam setiap membuat peraturan

seharusnya perbuatannya tidak bertindak sewenang-wenang dan

mengutamakan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dalam setiap

pembuatan peraturan sejalan dengan asas kepentingan umum.

B. Negara segera mengundangkan Rancangan Peraturan Pemerintah

tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta

Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana

Kekerasan Seksual.

C. Negara memprioritaskan pembuatan peraturan terkait, sebagai

peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
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